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ABSTRAK :  Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian 
Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang 
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya. 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantarasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantarasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan 
Kompsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 
20l4 tentang Pedoman Pembanguna Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
52 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 



Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). 

Dalam Keputusan KPU Kota Tasikamalaya Nomor 5 Tahun 2022 diatur tentang: 

Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2O22. 
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU 

Kota, PPK, PPS, dan KPPS; 
b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal 

pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS; 
c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi; 
d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi; 
e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan 

penerimaan Gratifikasi; 
f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam 

bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; 
g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota, PPK, PPS, 

dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali 
menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; 

h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU 
Kota, PPK, PPS, dan KPPS;  

i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG 
KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan 
Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota, PPK, PPS, dan 
KPPS;  

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG. 
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Tasikmalaya dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan: 
a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan 

larangan penerimaan, pemberian Gratilikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap 
pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan 
barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu 
dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau 
Pihak Ketiga lainnya; 

b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, dan Pihak Ketiga 
terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Graffikasi secara terus menerus; 

c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU untuk 
mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi 
kepada seluruh pihak terkait. 

 
CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022. 

- Lampiran sebanyak 1 lembar. 


